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Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien, Adil, dan Berkinerja Tinggi

Indeks Reformasi Birokrasi 

Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan 
Berwibawa

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Terpenuhinya Pemantauan Pengendalian Intern

Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan Yang 
Akuntabel dan Berdaya Saing

Nilai SAKIP

Kinerja Strategis 
Daerah

Kinerja Strategis 
Perangkat Daerah 

(ess 2)

Kinerja Taktikal (ess 3)

Kinerja Operasional

Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 

1. Nilai MCSP KPK
2. Nilai SPI KPK
3. Predikat WBK/WBBM

Meningkatnya kualitas pengawasan intern  
pemerintah daerah

1 Nilai PK APIP
2. Nilai Maturitas SPIP
3. Peresentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil Pengawasan

Persentase Kasus dan Khusus yang 

Optimalisasi Penyelesaian dan 
Penanganan Kasus dan Khusus

1. Persentase Kelengkapan Dokumen 

Terpenuhinya Kriteria Penilaian
Pemerintahan Yang Bersih

1. Persentase Kelengkapan Dokumen 

Terpenuhinya Kriteria Penilaian 
MCSP

CASCADING INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
MISI   I

Mewujudkan pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang 
Berintegritas, Akuntabel, dan Berdaya Saing pada 

Urusan Pengawasan

Tujuan PD

Meningkatnya pencegahan korupsi dan 
pengendalian gratifikasi

Meningkatnya kualitas audit, reviu, evaluasi dan 

pemantauan serta kegiatan pengawasan 

1. Persentase penyelesaiain pemeriksaan khusus
2. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui
Whistle Blowing System (WBS)
3. Monitoring MCSP KPK
4.Hasil Penilaiaan Mandiri Zona Integritas PD Yang diusulkan

1. persentase objek pengawasan (PKPT) yang 
selesai tepat waktu. 
2. persentaase rekomendasi yang ditindaklanjuti

Terpenuhinya SDM APIP



Persentase Pengawasan Terhadap Obrik

Kinerja Operasional

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
1.  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
1.  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
1.  Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan
5) Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1) Pengadaan Mebel
2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya
3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PEMELLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan  dan Mesin Lainya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
1. Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Kerja sama Pengawasan Internal
7. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 
Lanjut   Hasil Pemeriksaan APIP

PENGAWASAN
1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Persentase Kasus dan Khusus yang 
Ditangani

Meningkatnya
Pengawasan 

Terhadap Ketaatan

Jumlah Pengawasan 
Terhadap Obrik 

1. Jumlah Pengawasan 
Mandatory Spending

2. Jumlah Pengawasan 
terhadap Kinerja

Meningkatnya 
Pengawasan terhadap 
Mandatory Spending 

dan Kinerja

Pendampingan
Penilaian mandiri 

Terhadap Perangkat 
Daerah yang 

Diusulkan

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Di Usulkan

1. Persentase Kelengkapan Dokumen 
Pengusulan ZI menuju WBK/WBBM

Meningkatnya 
Pemahaman SDM  TPI 

dan OPD Mengenai 
Pembangunan ZI 

Menuju WBK

1. Jumlah Sosialisasi
yangh Dilakukan

2. Jumlah SDM TPI yang 
ditingkatkan Pemahaman 

Terkait ZI

Pemenuhan Penanganan
Kasus TIPIKOR

1. Jumlah Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara

2. Jumlah Audit Khusus/ 
Kasus

3. Jumlah Probity Audit
4. Jumlah Joint Audit

5. Jumlah Pendampingan 
Pengelolaan Keuangan

1. Persentase Kelengkapan Dokumen 
Penilaian MCSP

Meningkatnya Kualitas 
Dokumen Penilaian MCSP

1. Persentase Perencanaan
2. Persentase Penganggaran

3. Persentase Pengadaan Barang 
dan Jasa

4. Persentase Pelayanan Publik
5. Persentase Manajemen ASN
6. Persentase Penguatan APIP
7. Persentase Pengelolaan BMD

8. Persentase Optimalisasi 
Penerimaan Daerah

Crosscutting dengan 
Dinas Kesehatan 

(RSUD dan 
Puskesmas)

Crosscutting 
dengan 

DPMPTSP 

Crosscutting 
dengan 

Disdukcapil 

Crosscutting 
dengan BKPSDM

Crosscutting 
dengan BAPEDA

Crosscutting 
dengan BPKPAD 

Crosscutting dengan 
Sekda (UKPBJ, AP, 
Bagian Hukum dan 

Organisasi)

Crosscutting 
dengan PU

Crosscutting 
dengan Dinkes

Crosscutting 
dengan 

Disdukcapil

Crosscutting 
dengan 

Pendidikan

Crosscutting 
dengan 

PERKIMTAN & LH

Crosscutting 
dengan BKPSDM

Crosscutting 
dengan Setwan

1. Persentase Auditor dan P2UPD
2. Jumlah Jam Diklat per tahun bagi setiap APIP



Tujuan

Indikator 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indeks Reformasi Birokrasi CC  

(56)

CC    

(58)

  B      

(65)

B     (67) B      

(69)

BB   

(71)

Sasaran Strategis

Indikator: 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah CC      

(56)

CC    

(58)

B       

(65)

B           

(67)

B           

(69)

BB        

(71)
2. Nilai AKIP Inspektorat Daerah A A A A A A

3. Nilai Maturitas SPIP terkait evaluasi Level 3 

(3,0)

Level 3 

(3,0057)

Level 3 

(3,05)

Level 3 

(3,1)

Level 3 

(3,15)

Level 3 

(3,2)

4. Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja - - 18 18,75 19 19,5
5. Opini BPK terkait SPI WTP WTP WTP WTP WTP WTP
6. Nilai kematangan Inovasi Inspektorat Daerah - - 100 100 100 100

Sasaran Antara

Indikator: 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Hasil penilaian AKIP PD A A A A A A

2. - - 100 100 100 100

3. - - 0 Delay 0 Delay 0 Delay 0 Delay

4. Persentase kinerja irban yang tercapai - - 100 100 100 100

5. Persentase PD yang menerapkan SPIP - - 100 100 100 100

6. Hasil Penilaian Mandiri Level 3 

(3,0)

Level 3 

(3,0)

Level 3 

(3,05)

Level 3 

(3,1)

Level 3 

(3,15)

Level 3 

(3,2)

Persentase Kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi  

Ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi

 

Kondisi Target

Kondisi Target

Kondisi Target

Tinggi

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

1. Nilai SAKIP Instansi Pemerintah pada Komponen 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

2. Nilai AKIP Inspektorat Daerah
3. Jumlah Inovasi Inspektorat Daerah

Meningkatnya
kualitas dokumen 
AKIP Perangkat 

Daerah

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi

Indeks Inovasi Daerah

Tersedianya 
Kelengkapan Data 

Dukung Inovasi

CASCADING INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Mewujudkan pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Meningkatnya Nilai AKIP 

Inspektorat Daerah

Kelengkapan Dokumen AKIP
Inspektorat Daerah.

Terpenuhinya SDM APIP

Meningkatnya pembinaan dan 
pendampingan perangkat daerah

1. Persentase OPD dengan nilai sakip minimal 
BB
2. Persentase rekomendasi reviu LKJ dan 
Evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti

Meningkatnya
kualitas dokumen 
AKIP Inspektorat

Meningkatnya Inovasi Inspektorat Daerah

Nilai  Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah.



7. 45 41 41 41 41 41

8. 45 41 41 41 41 41

9. Jumlah inovasi Inspektorat Daerah - 1 1 1 1 1

Sasaran Output

Indikator: 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi - - 7 7 7 7

2. Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti - - 5 5 5 5

3. Persentase dokumen publik dan dipublish - - 65 65 65 65

4. Persentase perangkat daerah yang memiliki perencanaan kinerja yang baik - - 100% 100% 100% 100%
5. Persentase PD yang mengukur kinerja dengan baik - - 100% 100% 100% 100%

6. Persentase PD yang menyusun pelaporan kinerja dengan baik - - 100% 100% 100% 100%

7. Persentase PD yang menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi - - 95% 95% 95% 95%

8. Persentase PD yang telah menerapkan Lingkungan Pengendalian Terintegrasi - - 95% 95% 95% 95%

9. Persentase PD yang membuat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) - - 100% 100% 100% 100%

10. Persentase Implementasi sub unsur dari  pengendalian - - 95% 95% 95% 95%

11. Persentase implementase sub unsur informasi dan komunikasi
 - - 95% 95% 95% 95%

12. Persentase inplementase sub unsur dari pemantauan pengendalian intern - - 100% 100% 100% 100%

13. Persentase satgas SPIP yang mampu menyusun peta resiko - - 100% 100% 100% 100%

14. Persentase RTP PD yang telah ditindak lanjuti - - 95% 95% 95% 95%
15. Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan APIP - - 95% 95% 95% 95%

16. Persentase APIP yang memiliki sertifikat - - 98% 98% 98% 98%

17. Persentase APIP yang dapat melaksanakan tugas sesuai standar Audit - - 100% 100% 100% 100%
 18. Persentase APIP yang dapat melaksanakan tugas sesuai target yang ditetapkan - - 100% 100% 100% 100%

19. - - 100% 100% 100% 100%

20. Jumlah inspektur pembantu  investigasi - - 1 1 1 1

21. Jumlah PD yang melaksanakan kegiatan sesuai aturan - - 41 41 41 41

22. Jumlah PD yang menindak lanjuti Hasil Pengawasan - - 41 41 41 41

23. Kelengkapan data dukung untuk penilaian inovasi - - 100 100 100 100

Persentase keterlibatan seluruh komponen organisasi dalam pengambilan keputusan

Jumlah Laporan Keuangan PD yang  sesuai  dengan Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP)

Jumlah PD yang menindaklanjuti temuan BPK dan APIP

Kondisi Target

Painan,   Juni 2025
Inspektur, 

.

Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
1. Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Kerja sama Pengawasan Internal
7. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 

Pemeriksaan APIP

PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Daerah

1. Jumlah Dokumen 
Perencanaan Kinerja 
Perangkat Daerah
2. Jumlah Dokumen 
Hasil pengukuran 
Kinerja Perangkat 
Daerah
3. Jumlah Dokumen 
Pelaporan Kinerja 
Perangkat Daerah
4. Jumlah Dokumen 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Kelengkapan Data 
Dukung

Jam Diklat per tahun bagi setiap APIP

1. Jumlah Dokumen 

Perencanaan Kinerja 
Inspektorat Daerah
2. Jumlah Dokumen 
Hasil pengukuran 
Kinerja Inspektorat 
Daerah
3. Jumlah Dokumen 
Pelaporan Kinerja 
Inspektorat Daerah
4. Jumlah Dokumen 
Evaluasi Kinerja 
Inspektorat Daerah

Crosscutting 
dengan Seluruh

OPD

Crosscutting dengan
Kominfo


